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Penelitian ini menyoroti ketidakkonsistenan penerapan PERMA Nomor 1 

Tahun 2020 dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn mengenai 

korupsi dana BOS oleh terdakwa EZV. Masalah utama muncul karena Hakim 

memisahkan Dana Komite dari total kerugian negara, sehingga kerugian negara 

yang dihitung hanya sebesar Rp492.186.262,00. Meskipun secara yuridis nominal 

tersebut masuk dalam Kategori Ringan (Pasal 6 jo. Pasal 12 PERMA 1/2020), 

namun vonis 2 tahun 6 bulan yang dijatuhkan justru mengindikasikan pergeseran 

ke rentang Kategori Paling Ringan, sehingga menunjukkan adanya penyimpangan 

terhadap matriks pedoman pemidanaan. 

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut 

adalah yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian sosiologis (sociological 

approach) yang berkaitan dengan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 

dalam penentuan rentang pidana perkara korupsi, dengan Studi Penelitian di 

Pengadilan Negeri Medan serta mendasarkan analisis pada Studi Kasus Putusan 

Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn. Analisis data dilakukan secara deskriptif 

(descriptive analysis).   

Hasil penelitian ini menunjukkan kekeliruan fundamental akibat pergeseran 

klasifikasi kerugian negara dari Kategori Ringan ke Paling Ringan yang 

dilegitimasi secara subjektif melalui asas kebebasan hakim. "Lompatan logika" ini 

menyebabkan hakim melakukan penyimpangan wewenang untuk menjatuhkan 

vonis 2 tahun 6 bulan, yang secara nyata menyimpangi ambang batas minimal 4 

tahun penjara pada rentang Angka (IV) sebagaimana mandat aturan nominal. 

Akibatnya, penyimpangan ini merusak upaya Mahkamah Agung dalam menekan 

disparitas hukuman, menjadikan pedoman pemidanaan sekadar formalitas 

administratif, serta mematikan fungsi pencegahan korupsi akibat hilangnya 

kepastian hukum dan proporsionalitas sanksi. 

Berdasarkan hasil penelitian, Mahkamah Agung harus memperketat 

verifikasi kategori nominal dan mewajibkan koreksi otomatis pada tingkat 

banding/kasasi jika terjadi penyimpangan matriks sesuai Pasal 6 PERMA 1/2020. 

Penguatan bimbingan teknis dan pengawasan Bawas sangat krusial untuk menutup 

celah diskresi hakim demi menjaga keseragaman vonis dan efek jera yang 

proporsional.  
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